Menimbang

Mengingat

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : &4 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10
Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan
dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan

melalui transaksi non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 282 8);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022
Nomor 290);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22},

16. Peraturan Bupati Kaur Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1098);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI

NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kaur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

Bupati adalah Bupati Kaur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak
ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

GIA dlte'tapkan dengan Peraturan Daerah.




10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yan

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaarn daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
g seluruh penerimaan

penyimpanan uang

daerah yang ditentukan olen Bupati untuk menampun

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung]'awabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.

14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

18. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran

Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Asas Dan Tujuan

Pasal 2
(1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
a. efisiensi,
b. keamanan; dan

c. manfaat.

( )

Tunai dilaksanakan s
ecara cepat dan tepat d
dan bz pat dengan menghemat waktu, tenaga,

(3)

Keamanan sebagai i
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non

Tunai memberikan j .
jaminan atas keamanan k
epada semua pihak
yang

berkepentingan dalam -
e penerimaan penda
i belanja T patan daerah dan pengeluaran

lr s



(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah Transaksi Non
Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah
dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan daerah

dan pengeluaran belanja daerah.
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan
pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah yang tepat jumlah, cepat,
aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana

korupsi.

BAB II
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi :
a. penerimaan Daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu; dan
b. pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu.
Bagian Kedua

Transaksi Penerimaan Non Tunai
Pasal 5

Setiap penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara

penerimaan pembantu wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.

Bagian Ketiga
Transaksi Pengeluaran Non Tunai
Paragraf 1

Pengeluaran Belanja Daerah

Pasal 6

(1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non
Tunai.
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. belanja Tidak Langsung, meliputi :

o /{,



1. belanja Pegawai;
2. belanja Bunga;
3. belanja Subsidi;
4. belanja Hibah;
S. belanja Bantuan Sosial;
6. belanja Bagi Hasil;
7. belanja Bantuan Keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.
b. belanja Langsung, meliputi:
1. belanja Pegawai;
2. belanja Barang/Jasa; dan
3. belanja Modal.
(3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk 2

a. pengeluaran belanja transportasi peserta kegiatan atau atay uang saku
kepada masyarakat; dan
b. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi

bencana alam.

(4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembanty
Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Kabupaten Kaur yang
menyebabkan terjadinya pengeluaran Belanja Daerah wajib memiliki Nomor
Rekening di Bank, dan melaporkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten
Kaur.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai di Kabupaten

Kaur.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan

implementasi Transaksi Non Tunai;

#



(2)

(2)

b. perjanjian kerja sama dan /atau nota kesepahaman antara Pemerintah

Kabupaten Kaur dengan Pihak Perbankan serta pengarahan penerapan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi

dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Mengingat kondisi wilayah, Keterbatasan fasilitas dan sarana yang ada di
Daerah, masih terdapat item belanja yang dapat dilakukan dengan mekanisme
pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat
(3).

Tata cara transaksi pengeluaran non tunai telah diatur di dalam Peraturan
Bupati Kaur Nomor 94 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kaur dilaksanakan bekerjasama dengan Perbankan yang

telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk Implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten

Kaur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.

BAB V
Ketentuan Peralihan

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 84

Tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 884) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2¢&  ywirn/ 2023

o )(—Plt. UPATI KAUR/

{

yHERLIA MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal, 23 \7'0/7/' 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN BYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1245



